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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
NOMOR : 6/HK.03.1/3573/2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan
pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju
wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani di lingkungan KPU Kota \
Malang maka perlu menetapkan rencana Kkerja
pembangunan zona integritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun ...

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota


https://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota/

D

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 201);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

25 ..
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25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birckrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor
612/0RT.04Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum
Tahun 2020-2024,

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 314/0ORT.07-
Kpt/O01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG tentang PENETAPAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN
2022,

KESATU ...
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KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

| ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

|
|
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
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LAMPIRAN

KEPUTUSAR KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR: 6/HK.03.1/3573/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPS! DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
DI LINGKUNGAN KPU KOTA MALANG TAHUN 2022

NO

PROGRAM

JADWAL PELAKSANAARN

KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET

1. |MANAJEMEN PERUBAHAN (8) 1 |Menyusun Keputusan Tim Kerja Pembangunan 1 [Mcnyusun Keputusan Tim Kerja Pembangunan| 1 |Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai
Zona Intcgritas Mcnuju Wilayah Bebas dari Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas darij unit kerja dalam membangun Zona [ntegritas menuju
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan WBK/WBEBM ¥
Melayani di Lingkungan Kornisi Pemilihan Umummn Melayani di Lingkungan Homisi Pemilihan|
Kota Melang Umum Kota Malang
2 |Menctapkan Tin Kerja Pembangunan Zona| 2 |[Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Koirupsi kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di WBR/WBBM ¥
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota] 3 [Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
Malang melalui mekanisme rapat pleno timbulnya resistensi terhadap perubahan
2 IMenyusun Rencana Pembangunan Zonag Integritas{ 1 [Menvusun dokumen rencana kerja| 1 |Dokumen rencana kerja pembangunan Zooa Integritas
pembangunan Zona Iniegritas menuju menuwju WBK/WBEM telah disusun v
WBI/WBBM
2 [Menyusun target-target pricritas pembangunan| 2 |Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
Zona Intsgritas yang relevan dengan tujuan) menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas N
permnbangunan WBK/WBBM yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona [ntegrilas
menuju WBK/WBBM
3 [Mensosialisasikan pembangunan WBK/ WBBM 3 |Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan N J N 4 N 4 N N 3§ N N 4
pernbangunan Zona Entegritas menuju WBK/ WBBM
3 |Mclakukan Pomantauan dan Evaluasi 1 |Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan| 1 |Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Zl WBK/WBBM telah dilaksanakan seauai dengan target yang ¥ ¥
WBK/WBBM direncanakan
2 |Menyusun laporan monev pembangunan Z1] 2 |Terdaput monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan
teliti cakupan evaluesinya, catat Zana Integritas menuju WBK/WBBM ¥ ¥
keberkalaannya.
3 1Mcnyusun laporan hasil tindak lanjut monev Zl | 3 [Hasil monitoring dan evaluasi iclah ditindaklanjuti 3y 4
4 |Perubahan pola pikirdan budaya kerja 1 |[Melakukan wawancara dengan  pegawai,} 1 |Pimpinan berperan sebagai role mode] dalam pelaksanzan
Ipastikan bahwa pimpinan memberikan contoh, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WEBBM
fest beberapa pertanyaan yang berhubungan|
dengan contoh perilaku pam Pimpinan v
berperan  scbagai role model dalam
pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM (mis:
datang tepal waktu, dil)
2 |Mecnyusun keputusan pembentukan agen| 2 |Agen Perubahan telah ditetapkan ]
perubahan
3 |Mclakukan sosialisasi, internalisasi tentang 3 [Budaya kerja dan pela pikir telah dibahgun di lingkungan
budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan organisasi
peningkatan  akuntabilitas  kinerja  untuk| 4 [|Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona
Membangun budays ketja dan pola pikir di [ntegritas menuju WBK/WBBM I T O I O O A
lingkungan organisasi dengan  melibatkan)
iajaran pimpinan dan pegawai
I, |PENATAAN TATALAKSANA (7} 1 |Menyusun dan menetapkan SOP dalam proscs 1 |Menyusun dan menetapkan SOP dalam| 1 [Prosedur operasional tetap telah diterapkan 4 4 N N} o N N 4 o N + N
bienis utama keputusan
2 Ilmplcmcntasi SOP 2 |Proscdur operasional tetap telah dimonitoring FEEEIEREEEREREAERERERE
3 {Melakukan monitoring dan evaluasil 3 |Prosedur operasional tetap telah dievaluasi 4 + N 4 4 < N < N N N 4
pelaksanaan SOP
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2 [Mencrapkan E-Office Menggunakan teknologi informasi sistem 1 [Meningkatnya penggunaan teknologi informasi datam prosea
pengukuran kinerja penyclenggaraan manajemen pemerintahen di Zona Integritas V¥
menuju WBK/WBBM;
Menggunakan teknologi informasi pada 2 |Meningkatnya cfisiensi dan efektivitns proses manajerucn y
operagionalisasi manajemen SDM pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Menggunakan teknologi informasi pada 3 |Mcningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
peraberian pelayanan kepada publik
Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan 4 |Sistem pengukuran kinerja berbasis aislem informasi;
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja N
unit, operagionalisasi SDM, dan pemberian S [Sistem kepegnwaian berbasis sistem informasi;
layanan kepada publik 6 [Sisten pelayanan publik berbaais sistem informasi
3 |Menyusun Kebijakan Keterbukaan Informasi Menyusun SOP Pelayanan [nformasi Publik 1 |Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah N
Publik diterapkan
Menyusun Lapomn Pelayanan Infermasi Publik | 2  |Menitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
informasi publik
Menyusun laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebjjakan keterbukean informasi
publik
1. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 1 |Merencanakan kebutuhan pegawal sesuai dengan Menyusun rencana kebutuban pegawai 1 [Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur
SDM kebutuhan organisasi pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2 |Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
aparatur pada masing-masing masing Zona Integrilas menuju
WBK/WBBM;
2 |Melakukan upaya pengembangan pegawei Melaksanakan pengembangan kompetensi 1 |Meningkatnya disiplin SDM aparatur puda masing-masing
berbasis kompetensi kepada pegawai melalui pengikutsertaan pada masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM,
lembaga pelatihan, in-house training, atau 2l
melalui coaching, atau mentoring.
Maonitoring dan evaluasi terhadap hasil 2 [Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona
pengembangan kompetensi dalam kaitannya Integritas menuju WBK/WBBM; dan ¥
dengan perbaikmn kinerja
3 [Menctapkan Penctapan Kinetje Organisasi dan Menyusun Perjanjian Kinerja dan Renatra, 1 |Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan 4
Individu kinerin_ organisasi
Penyusunan SKP Pegawai 2 |Ukuran kinerja individu telah memiliki keseauaian dengan
Indikator kinerja individu Jevel diatasnya
Menyusun laporan kinerja 3 [Telah melakukan pengukuran kincria Individu secar
periodik
Melakukan pemberian reward atau penghargaan| 4 |Hasil penilaian kinerja individu telah
kepada Pegawai dilakszanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantavan
4 |Menegakkan atumn disipling kaxde etikfkode Mcenyusun laporan penegakan disiplin/kode] 1 |Pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
peritaku pegawai ctik/kode perilaku dilaksanakan/diimplenentasikan
S |Menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian Pegawai melakulan pemutakhiran data mandiri| 1 |Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah)
ditnutakhirkan secara berkala ¥
Menyusun daftar nominatif pegawai J
v, PENGUATAN AKUNTABILITAS 1 |Ketedlibatan Pitnplnan Menyusun dekumen perencanaan strategis 1 |Meningkatnya kinecrja instansi pemerintah N
dengan melibatkan Pimpinan
2 |Pengelolaan Akuntabilitas Kincgja Menyusun Dokumen Perencanaan, [KU, LAKIP, 2 |Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah Y
PK,
V. PENGUATAN PENGAWASAN 1 [Pengendalian Gratifikasi Melakukan Pengendalian Gratifikasi 1 |Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
negara oleh masing-masing instansi pemerintah N
2 |Penerapan Sistem Pengawasan lnternal Menerapkan SPIP 2 |Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada N
Pemerintah (SFIF masing-masing instansi pemerintah;
3 |Pengaduan Masyarakat Implementosj Kebijakan Pengaduan Masyarakat [ 3 [Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
negara pada masing-masging instanai pemerintah; N
4 |Whistle Blowing System Menerapkan Penanganan Pengaduan 4 |Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewcnang pada masing-
Masyarakat masing instansi pemerintah.
5 |Penanganan Benturan Kepentingan Menerapkan [mplementas] Penanganan N
Benturan Kepentingan
& |Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai Penyampaian Laporan Harta Kekayaan y
pimpinan dan pegawai
VI PENINGKATAN KUALITAS 1 |Standar Pelayanan Menetapkan SOF Standar Pelayanan 1 |Meningkatnya kualitas pelayanan publik {lebih cepat, Icbih
PELAYANAN PUBLIK murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi R

pemerintats;
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Budaya Pelayanan Prima 2 [Menecrapkan Budaya Pelayanan Prima 2 |Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh J J y J v
standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah

W

3 |Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan 3 |Melakukan Survey Penilaian Kepuasan Meningkatnya indcks kepuasan masyamkat terhadap
Terhadap Pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi + ¥ ¥ v 4
pemerintah

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 14 Januari 2022
Malang

ttdd

AMINAH ASMININGTYAS

RYO PUTRO

jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota



https://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota/

